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Pemilu 2019

• Pemilu Serentak Pileg Pilpres pertama dalam
sejarah elektoral Indonesia, Rabu, 17 April 
2019.

• Memilih presiden dan wakil presiden, 
anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD 
Provinsi, dan anggota DPRD Kab/Kota secara
serentak. Bersamaan di hari yang sama, 
waktu yang sama, dan TPS yang sama.

• Lima surat suara dengan warna berbeda, 
lima kotak suara. Kerap disebut Pemilu Lima 
Kotak.

• Diatur dalam UU 7 No. 2017 tentang
Pemilihan Umum. UU Pemilu pertama yang 
terkodifikasi. Mengatur pileg, pilpres, dan 
penyelenggara pemilu dalam satu naskah. 
Terbagi dalam 6 buku dan 573 Pasal.



TOTAL PENCALONAN DCT PARTAI POLITIK DI PEMILU DPR RI 2019

NOMOR URUT PARTAI POLITIK PEREMPUAN LAKI-LAKI TOTAL 

1 PKB 220 355 575

2 GERINDRA 209 360 569

3 PDIP 215 358 573

4 GOLKAR 217 357 574

5 NASDEM 221 354 575

6 GARUDA 110 115 225

7 BERKARYA 213 341 554

8 PKS 212 321 533

9 PERINDO 221 347 568

10 PPP 233 321 554

11 PSI 274 300 574

12 PAN 219 356 575

13 HANURA 177 250 427

14 DEMOKRAT 223 350 573

19 PBB 160 239 399

20 PKPI 76 61 137

TOTAL 3200 4785 7985
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Maka Pemilu 2019…..

• Kompleksitas teknis dan waktu. Sangat kompleks dari sisi teknis dan diperkirakan
waktu pungut hitung akan makan waktu lama, melampaui satu hari yang sama.

• Atensi publik yang didominasi Pilpres membuat pengetahuan dan pemahaman
atas penyelenggaraan Pemilu Legislatif relatif minim/rendah. 

• Ketatnya persaingan parpol potensial diikuti praktik illegal praktik politik
transaksional. Menunggu di ujung proses, jalan pintas politik uang di masa 
tenang, serangan fajar, dan menyuap penyelenggara pemilu.

• Pengawasan TPS menjadi lemah terhadap proses pileg.



Pemilih “Golput”
• Golongan putih atau yang disingkat golput adalah istilah politik di Indonesia yang 

berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes
pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. 
Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada Pemilu 1955 yang diikuti
172 partai politik. 

• Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, 
pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” 
karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau
surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara.

• Kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah
lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.



Perluasan makna Golput, Pemilih yang tidak datang ke TPS 
(generalisasi)
• Golput yang tidak datang ke TPS

1. Golput Politis. Tidak gunakan hak pilih sebagai espresi protes politik atas sistem politik dan pemilu
yang ada (ambang batas pencalonan presiden, sulitnya mendirikan parpol, dll). Termasuk
ketidakpuasan pada paslon yang berkompetisi. Tidak ada paslon yang sesuai dengan pilihan politik.

2. Golput apolitis/pragmatis: Tidak datang ke TPS karena memang tidak berminat pada politik. Pemilu 
bukanlah sesuatu yang penting. Berlibur dan bekerja lebih penting daripada pemilu. 17 April 2019 
berada pada atmosfir “liburan panjang“ sebab 19 April peringatan wafat Isa Almasih).

3. Golput teknis/administratif. Tidak sempat mengurus persyaratan pindah memilih (paling lambat H-
30 Pemungutan Suara, 18 Maret 2019) akibat tugas atau dinas kerja pada hari H yang sama sekali
tidak bisa ditinggalkan. Menjadi tahanan di Lapas/Rutan. Terlewat masuk DPT dan tidak tahu cara
memilih bila nama tidak ada di DPT, atau kadung malas memilih. Dll.

4. Golput akibat Negara yang tidak mengakomodir. Pemberlakuan KTP Elektronik sebagai syarat
memilih, Surat Pindah Memilih H-30 Pemungutan Suara.

• Golput yang datang ke TPS. Identifikasi sederhana berupa suara tidak sah (sebagai perlawanan politik, 
tapi ingin tetap menjaga surat suara yang menjadi haknya agar tidak disalahgunakan sebagai sumber
kecurangan baru). Golput ini bercampur dengan pemilih yang tidak tahu cara pemberian suara.





Tingkat Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jenis 2004 (I) 2004 (II) 2009 2014

Suara Tidak Sah
2.636.967

(2,26%)
2.405.651 

(2,06%)
6.479.174

(5,06%)
1.379.690 

(1,02%)

Suara Sah
119.656.868

(97,84%)
114.257.054

(97,94%)
121.504.481

(94,94%)
133.574277 

(98,98%)

Suara sah + tidak sah
122.293.844

(79,76%)
116.662.705

(77,44%)
127.983.655

(72,57%)
134.953.967 

(69%)

DPT Pilpres 153.320.544 150.644.184 176.367.056 190.307.134

“Golput”
31.026.700

(20,24%)
33.981.479

(22,56%)
43.383.401

(27,43%)
58.990.183

(31%)

Catatan: Pilpres 2004 putaran II di sumber tertulis 116.662.705



Lalu…..
• Tren angka pengguna hak pilih Pileg naik pada Pemilu 2014. Tren angka pengguna hak pilih

Pilpres konstan menurun. Maka Pemilu 2019 merupakan antisipasi dari dua tren pemilu
tersebut karena diselenggarakan berbarengan.

• Semua pemangku kepentingan niscaya ambil bagian optimal dalam sosialisasi pemilu. 
Memastikan pengetahuan dan pemahaman pemilih atas surat suara dan eksistensi caleg
legislatif di surat suara. Pemilu 2019 bukan hanya soal Pilpres.

• Sosialisai KPU beserta jajaran harus terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga lain dengan
pelibatan pemangku kepentingan pemilu (OMS, toga, tomas, media) secara optimal. 
Inovasi, kreatiftas, dan pendekatan sosialisasi yang informatif dan menggugah kelompok
sasaran.

• Beban caleg: pastikan pemilih “mau, bisa, dan benar dalam mencoblos caleg pilihannya”.

• Mengajak masyarakat untuk mau ambil bagian melakukan pengawalan suara (Bawaslu, 
OMS, peserta pemilu, media). Tolak politik uang, tolak hoaks dan fitnah, tolak manipulasi
suara.


